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Abstrak 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pembangunan 

pertambangan dengan dampak bagi manusia dan lingkungan yang ada di 

Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara 

tahun 2017 Pengumpulan data dengan teknik overfasi, wawancara dan dokumentasi 

langsung di lapangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari, Lurah 

Kelurahan Tanjung Harapan, Kepala (LPM) Kelurahan Tanjung Harapan, Kepala 

Adat dan Ketua RT4 Kelurahan Tanjung Harapan serta masyarakat Kelurahan 

Tanjung Harapan. Data yang di kumpulkan kemudian dideskripsikan dan dianalisis 

dengan analisis data model interaktif. Berdasarkan data-data yang diproleh dalam 

penelitian ini bahwa untuk mengetahui Dampak Pembangunan Pertambangan di 

Kelurahan Tanjung Harapan menunjukan bahwa dampak bagi manusia akibat 

pertambangan sejauh ini berpengaruh positif dan negatif. Hal tersebut dapat dilihat 

dari dampak pertambangan bagi manusia dan lingkungan tetapi perlu adanya 

pendampingan dan pelatihan dari pemerintah bagi masyarakat Kelurahan Tanjung 

Harapan sebagai bekal. Dampak pertambangan bagi lingkungan yang juga kurang 

baik, diharapkan adanya aturan pemerintah yang tegas terhadap pertambangan 

sehingga dampak bagi manusia dan lingkungan diperhatikan sebelum 

pembangunan pertambangan dilakukan agar berjalan sesuai dengan peraturan 

yang ditetapkan sehingga tidak mengakibatkan dampak negatif bagi manusia dan 

lingkungan.  

 

Kata Kunci : dampak pertambangan 

 

Pendahuluan  

Pertambangan sebagian atas seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi 

penyelidikan umum, eksplorasi, studikelayakan, konstruksi, penambangan, 

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, sertakegiatan 

pescatambang (UU No 4 Tahun 2009) Kegiatan, pekerjaan dan industri yang 

berhubungan dengan ekstraksi mineral. Selanjutnya di jelaskan dalam Pengertian 
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Pertambangan Sesuai UU Minerba No.4 Tahun 2009 Pasal1 di teruskan dengan 

peraturan Kabupaten Kutai Kartanegara No.2 Tahun 2013 Dalam Undang-

Undang ini yang dimaksud dengan, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh 

tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral 

atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, 

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan 

penjualan, serta kegiatan pascatambang. Wilayah Usaha Pertambangan, yang 

selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki 

ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.  

Kemudian dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau 

akibat. Dalam setiap kegiatan pertambangan pasti memiliki dampak, baik itu 

dampak positif maupun dampak negatif. Dalam Setiap Usaha dan/atau Kegiatan 

yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan 

(Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup) barang siapa yang melanggar dapat dikenai 

pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 32 

tahun 2009 bahwa: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa 

memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 

(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 

paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)". (Pasal 109 ayat (1) 

UUPPLH) “Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin 

usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. (Pasal 111 ayat (2) 

UUPPLH).Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis bahwa Dampak 

Pembangunan Pertambangan di sekitar Kelurahan Tanjung harapan bayak 

menimbulkan dampak yang terjadi salah satunya rusaknya alam sekitar dan sering 

terjadi bencana alam yang mengakibatkan keresahan bagi masyarakat sekitar yang 

dirasayakan. 

Dampak dirasakan baik pisikologis ataupun material contohya rusaknya 

hutan pendangkalan sungai pencemaran air yang mulai berbau dan mengurangnya 

hasil tani dikarnakan pencemaran dan susahnya masyarakat mencari pakan ternak 

mereka dan memaksa masyarakat untuk menanam rumput sendiri untuk 

memenuhi kebutuhan pakan ternak mereka, secara tidaklangsung membuat 

pendapatan masyarakat menjadi berkurang karna mayoritas masyarakat 

Kecamatan Samboja kususnya Kelurahan Tanjung Harapan bermata pencrian 

sebagai petani. 

Tindakan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan 

salahsatunya mengajukan protes kepada pihak Kecamatan Samboja tetapi 

hasilnya nihil tidak di situ saja sudah berulangkali minta pertanggung jawaban 

dari prusahaan yang terkait dan bahkan sudah mengajukan protes terhadap 
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Kabupaten Kutai Kartanegara, sampai sekarang sudah berjalan 10 Tahun kurang 

lebihnya, tidak ada yang membaik bahkan memburuk semakin banyak masyarakt 

yang dirugikan dar ipada diuntungkan. Berdasarkan fenomena yang terjadi maka 

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ‘’Dampak Pertambangan di 

Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai 

Kartanegara’’ 

 

Kerangka Dasar Teori 

Dampak 

Dampak tingkatan kerusakan terhadap tata guna tanah lainya yang 

ditimbulkan oleh suatu pemamfatan lingkungan suatu tertentu, Schemel ,(1976). 

Selanjutnya Dampak suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. 

Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi 

(Soemarwoto, 2001). Aktifitas pembangunan akan menghasilkan dampak, baik 

pada manusia ataupun lingkungan hidup. Kemudian Dampak terhadap manusia 

yakni meningkat atau menurunnya kualitas hidup manusia, sedangkan dampak 

bagi lingkungan yakni meningkat atau menurunnya daya dukung alam yang akan 

mendukung kelangsungan hidup manusia (Wardhana, 2001).  

 

Pembangunan 

Menurut dalam Trijono,(2007:3) Pembangunan merupakan upaya untuk 

memenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, 

dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusaka, baik terhadap kehidupan 

sosial maupun lingkungan alam.Siagian (1994) memberikan pengertian tentang 

pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan 

perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara 

dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation 

building)”.  

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup 

seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi infrastruktur, pertahanan, 

pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994).  

Sedangkan Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula 

diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui 

kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. 

 

Pertambangan  

Kawasan peruntukan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar 

kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa 

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penerapan kriteria kawasan 

peruntukan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya 

kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat (Muta’ali, 

2012).  
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Dalam proses pengalihan tersebut perlu memperhatikan interaksi antara 

faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup sehingga dampak yang terjadi dapat 

diketahui sedini mungkin ,Menurut Salim (dalam Ali Sulton 2011) setiap kegiatan 

pembangunan di bidang pertambangan pasti menimbulkan dampak positif 

maupun dampak negatif. Dampak positif dari kegiatan pembangunan di bidang 

pertambangan  

(Hadisatmoko.2000) keberadaan perusahaan dianggap mampu menyediakan 

kebutuhan masyarakat untuk konsumsi maupun penyedia lapangan pekerjaan. 

Perusahaan didalam lingkungan masyarakat memiliki sebuah legitimasi untuk 

bergerak leluasa melaksanakan kegiatannya, namun lama kelamaan karena posisi 

perusahaan menjadi amat vital dalam kehidupan masyarakat maka dampak yang 

ditimbulkan juga akan menjadi sangat besar. Dampak yang muncul dalam setiap 

kegiatan operasional perusahaan ini dipastikan akan membawa akibat kepada 

lingkungan di sekitar perusahan itu menjalankan usahanya. Dampak negatif yang 

paling sering muncul ditemukan dalam setiap adanya penyelenggaraan 

operasional usaha perusahaan adalah polusi suara, limbah produksi, kesenjangan, 

dan lain sebagainya dan dampak semacam inilah yang dinamakan 

Eksternality.(Munn,1999) 

   

Kawasan Pertambangan 

Kawasan peruntukan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar 

kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa 

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penerapan kriteria kawasan 

peruntukan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya 

kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat (Muta’ali, 

2012).  

1. Meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi;  

2. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor 

serta  kegiatan ekonomi sekitarnya;  

3. Tidak mengganggu fungsi lindung;  

4. Memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam;  

5. Meningkatkan pendapatan masyarakat; 

6. Meningkatkan pendapatan daerah pertambangan;  

7. Menciptakan kesempatan kerja;  

8. Meningkatkan ekspor; dan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

Dampak pembangunan pertambangan 

(Hadisatmoko.2000) keberadaan perusahaan dianggap mampu menyediakan 

kebutuhan masyarakat untuk konsumsi maupun penyedia lapangan pekerjaan. 

Perusahaan didalam lingkungan masyarakat memiliki sebuah legitimasi untuk 

bergerak leluasa melaksanakan kegiatannya, namun lama kelamaan karena posisi 

perusahaan menjadi amat vital dalam kehidupan masyarakat maka dampak yang 

ditimbulkan juga akan menjadi sangat besar. Dampak yang muncul dalam setiap 
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kegiatan operasional perusahaan ini dipastikan akan membawa akibat kepada 

lingkungan di sekitar perusahan itu menjalankan usahanya. Dampak negatif yang 

paling sering muncul ditemukan dalam setiap adanya penyelenggaraan 

operasional usaha perusahaan adalah polusi suara, limbah produksi, kesenjangan, 

dan lain sebagainya dan dampak semacam inilah yang dinamakan 

Eksternality.(Munn,1999) 

 

Metode Penelitian 

Data yang diambil langsung dari peneliti lansung pada sumbernya tanpa ada 

perantara. Dalam Penelitian ini penulis menetapkan, Key Informan yaitu 

mengambil atau menunjuk Lurah Tanjung Harapan.. Data yang bukan diusahakan 

sendiri dan mewakili masyarakat yang ada, Adapun. Selain itu, untuk melengkapi 

data penulis diambil pula Informen yaitu Ketua (LPM) Lembaga 

Permusyawaratan Masyarakat, Ketua Adat Kelurahan Tanjung Harapan dan 

Perwakilan dari Masyarakat Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara 

yang di anggap dapat memberikan informasi secara akurat dan mewakili secara 

keseluruhan. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dampak Manusia 

Dampak kesehatan 

Berdasarkan hasil penelitian dan berdasarkan narasumber dilapangan. 

Dapat dijelaskan bahwa pembangunan pertambangan di sekitar Kelurahan 

Tanjung Harapan dalam hal dampak kesehatan bagi masyarakat sangat 

berdampak negatif. Hal ini disebabkan limbah dari peroses penambangan yang 

langsung pembuanganya mengarah kesungai dan danau yang ada ditambah air 

sungai yang kebanyakan masyarakat yang masih memafaatkan air aliran sungai 

sebagai sumber air bersih dan ikan yang kena dampak tercemar ini ikut di 

konsumsi oleh warga setempt belum folume folusi yang memperhatinkan 

menambah daftar penyebab masyarakat terjangkit. 

 

Kontribusi pendapatan masyarakat 

Pembangunan pertambangan Kecamtan Samboja berdir sejak tahun 

2001.Kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat 

memiliki 92 ijin pertambangan batubara. 91 ijin berstatus Ijin Usaha  

Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten. 1 ijin berstatus 

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang 

dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.  

Tersebar diselurh Kelurahan dan Desa di Kecamatan Samboja hal ini 

memiliki kontribusi bagi Kecamatan Samboja dalam perkekonomian masyarakat 

salahsatunya terhadap masyarakat Kelurhan Tanjung Harapan dengan adanya 

pembangunan pertambang menjadi meningkat bagi perekonomian masyarakat 

Tanjung Harapan. Dari perusahaan pertambangan dan tambang radisional 
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berkontribusi bagi pendapatan masyarakat Tanjung Harapan dengan masyarakat 

yang bekerja di sejumlah perusahaan yang tersebar di Kecamatan Samboja 

disertai masyarakt yang menjadi buruh tambang tradisyonal. Sebelum adanya 

pembangunan pertambangan masyarakat berprofesi sebagaian besar petani dan 

buruh bangunan dengan pekerjaan dan pendapatan yang tidak menentu ini 

membuat masyarakat kekurangan penghasilan, dengan pendapatan yang minim 

ini masyarakat kesulitan meningkatkan dalam kesejahtraan seperti yang dirasakan 

oleh penulis sebagai masrakat Kelurahan tanjung harapan. 

 

Pengkrerutan Tenaga kerja 

Bedasarkan hasil penelitian dan data yang diproleh, pengkrerutan tenaga 

kerja atau pegawai daripihak masyarakat benar adanya tetapi bukan berdasrkan 

perjanjian masyarakat tetapi melainkan perjanjian dari pihak perusahaan 

pertambangan dengan masyarakat dengan adanya pengrekrutan ini menjadikan 

masyarakat memiliki penghasilan yang meningkat dan mengurangi pengangguran 

bagi masyarakat. 

 

Kualitas Pendidikan 

Dari hasil penelitian di lapangan data yang terlampir di atas memlalui 

proses penelitian dilapangan menunjukan bahwa dapat disimpulkan peningkatan 

pendidikan masyarakat Kelurhan Tanjung Harapan disebabkan dari peroses 

pembangunan pertambangn di sekitar Kelurhan Tanjung Harpan dan didukung 

dari hasil wawancara dengan narasumber bersama Lurah dan Perwakilan 

masyarakat fenomena peningkatan pendidikan yang ada di Kelurhan Tanjung 

Harapan bahwa peningkata perekonomian masyarakat dengan pengkrekrutan 

pegawai, meningkanya usaha mikro yang menjadi faktor meningkatnya 

pendidikan masyarakat dan adanya kesadaran bahwa pertambangan batubara 

adalah sumberdaya yang tidak terbaruhi. 

 

Usaha Mikro 

Berdasarkan penelitaian dapat di katakan bahwa dengan adanya 

pertambangan memiliki kontribusi yang lebih bagi masyarakat Kelurahan 

Tanjung Harapan dalam peningkatan perekonomian salah satunya di bidang usaha 

mikro, berdasarkan hasil wawancara yang laksanakan oleh penulis pada saat 

penelitian di lapang bersama Lurah Tanjung Harapan dan masyarakat yang 

memiliki usaha mikro,  

Peningkatan usaha mikro tidak lepas dari keterlibataan dari pihak 

pertambangan dari betuk pelatihan, peminjaman modal ditambah banyaknya 

karyawan yang bekerja perusahaan tambang membuat nilai tambah bagi usah 

mikro dengan menjadi konsumen, masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan 

menyukuri terhadap peningkatan usaha mikro yang mereka kelola. 
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Dampak Lingkungan 

Pengaruh hutan lindung 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menjukan kerusakan dan fungsi 

hutan lindung disebabkan oleh peroses pertambangan yang dilakukan perusahaan 

tambang batubara yang berlebihan dan tidak ada tindakan baik dari pemerintah 

maupun dari pihak kehutanan mengenai kerusakan hutan tidak adanya ketegasan 

dan peraturan yang disepakati membuat perusahaan tambang leluarsa 

menjalankan pertambangan tampa mematuhi tatacara pertambangan yang ramah 

lingkungan.  

Kerusakan lingkungan dalam proses pertambangan yang tidak 

memperhatikan dampak lingkungan dalam jangka pendek sudah dirasakan 

ditambah jangka panjang, hutan lindung Kecamatan Samboja bisa diprediksi bisa 

tidak memiliki lagi akibat pertambangan. 

 

Positif dan negatif pembangunan pertambangan 

Berdasarkan data yang di peroleh memlalui penelitian di lapangan 

menghasilkan kesimpulan bahwa pembangunan pertambangan di sekitar Kelurhan 

Tanjung Harapan ini membuat dampak negatif bagi lingkungan Tanjung Harpan 

diantaranya kerusakan hutan pendakalan sungai menyebabkan banjir, lahan 

pertanian masyarakat yang berkurang akibat dijadikan lahan tambang disamping 

itu tidak dapat lagi dijadikan pertanian dikarnakankandungankimia dari batubara 

membuat tanaman susah untuk tumbuh sekalipun tumbuh tidak membuahkan 

hasil pada mestinya. 

Dampak negatif dari dari pertambangan semakin memparaha, dengan 

peluasan pertambangan yang semakin meluas kerusakan ini sangat  disadari oleh 

masyarakat, mereka hanya bisa meminta adanya pertangungjawaban dari pihak 

perusahaan tetai yang terlihat tidak ada tindakan dan pertanggungjawaban, dari 

pihak pemerintah mengenai dampak lingkungan rusak tidak ada perbaikan 

ataupun bentuk teguran terhadap perusahaaan yang melakukan pertambangan. 

 

Penyebab dari bencana alam 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan opservasi dengan 

narasumber menyimpulkan bencana alam yang terjadi di Kelurhan Tanjung 

Harapan disebabkan oleh kerusakan hutan dan tidak adan daya tampung air 

sehingga meluap hingga ke permukiman masyarakat yang dampak dari 

pembangunan pertambangan, dana gantirugi yang diberikan oleh pihak 

pertambangan tidak menutupi kerugian yang di terima masyarakat akibat 

terendamnya banjir. 

Adapun tempat yang tergenang oleh bencana banjir diantaranya rusakanya 

lahan pertanian seperti sawah dan tanaman milik masyarakat lainya, ditambah 

kerendamnya jalan-jalan dan rumah milik masyarakat Tanjung harapan sehingga 

masyarakat harus mengungsi ketempat yang lebih tinggi, bencana banjir terbesar 

yang melanda Kecamatan Samboja di tahun 2010 dan tahun 2016 yang merendam 
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3 kelurhan dan 2 desa salahsatunya yang terparah di Kelurhaan Tnjung Harapan 

dikarnakan Tnjung Harapan ini menjadi aliran sungai yang mengarah kelaut dan 

ditambah dengan pasangnya air laut sehingga terjadinya peneutupan aliran air 

banjir dengan Kelurhan Tanjung Harapan merupakan dataran rendah menjadi 

daerah yang mengalami bencana banjir yang parah. 

 

Akibat Kerusakan jalan 

Kerusakan jalan berdampak kepada masyarakat jika datangnya 

musimpenghujan tanah liat yang terikut kendaraan tambang menjadikan jalan 

yang licin halini membahayakan para pengguna jalan genangan air yang menetupi 

lubang di jalan membuat tidak terlihat, sering terjadi kecelakaan yang sebabkan 

lubang dan licinya jalan belum lama pada tanggal 1 Desember 2017 pada saat 

penelitian melaksanakan penelitian mendapati korban pengendara yang tergelincir 

di jalan yang licin sehingga terjatuh dan terlindas oleh kendaraan tambang. 

Dengan fenomerna seperti ini tidak ada dari pihak pemrintah melakukan 

perbaikan jalan ataupun melarang kendaraan tambang melintasi  jalan umum dari 

pihakperusahaan sampai saat ini tidak ada hanya hasil darisuadaya masyarakat 

yang bergotong royong memperbaikijalan yang rusak. 

 

Reklamasi 

Dengan kejadian tidak adanya pertanggung jawaban dari pihak tambang 

tidak lepas dari pemerintah daerah yang tidak memperdulikan peroses 

pertambangan haya memberikan izin tambang tampa memberikan pengawasan 

terhadap perusahaan tambang yang melaksakan kegiatan pertambangan, dari 

masyarakat menuntut ketegasan dari pihak pemerintah dan pertanggung jawaban 

dari perusahaan pertambangan tetapi hingga saat ini tidak ada usaha yang berarti 

hanya sebagai angin lalu. 

Ketidak adanya kegiatan reklamasi dan pengijawan, bekas galian tambang 

dibiarkan begitu saja menyebabkan bencana banjir dikarnakan daya tampung air 

hujan tidak ada dan wilayah bekas bgalian terlihat gersang dan tidak ada 

tumbuhan yang tumbuh, hal ini kandungan zat kimia dari batubara menyebabkan 

sulitnya tumbuhan untuk tumbuh. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 
Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah di lakukan dan kemudian di 

sesuaikan dengan perumusan masalah maka hasil penelitian ini dapat di 

simpulkan sebagai berikut : 

1. Dampak pertambangan di Kelurahan Tanjung Harapan meliputi dampak bagi 

manusia dan bagi lingkungan, dampak yang disebabkan akibat terjadinya 

pertambangan dampak bagi manusian berdasarkan hasil penelitian 

mempengaruhi kesehatan masyarakat akibat pencemaran dari pembangunan 

pertambangan,  perekonomian dan pendidikan mengalami dampak positif 

bagi masyarakat. Dan dampak bagi lingkungan dari fungsi hutan, bencana 
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banjir kerusakan jalan dan berdasarkan menghasilkan dampak negatif 

terhadap lingkungan. 

2. huperusahaan tambang ditambah dengan konsumen dari pekerja tambang 

yang ada di Kelurahan Tanjung Harapan tersebut sehingga ekonomi 

masyarakat sedikit terbantu menjadi lebih baik. Dengan ekonomi yang baik 

masyarakat dapat menyekolahkan anak mereka ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi, tetapi dampak bagi kesehatan masyarakat terganggu akibat 

pencemaran udara dan air akibat kandungan zat kimia dari batubara. 

3. Dampak pertambang bangi lingkungan juga sangat dirasakan oleh 

masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan dikarenakan fungsi hutan menjadi 

tidak produktif akibat terkikisnya hutan dan pencemaran lingkungan dan 

ditambah rusaknya jalan umum yang diakibatkan oleh kendaraan tambang 

yang menggunakan jalan sebagai jalan pengangkut hasil tammbang. 

4. Dampak pertambang bangi lingkungan juga sangat dirasakan oleh 

masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan dikarenakan fungsi hutan menjadi 

tidak produktif akibat terkikisnya hutan dan pencemaran lingkungan dan 

ditambah rusaknya jalan umum yang diakibatkan oleh kendaraan tambang 

yang menggunakan jalan sebagai jalan pengangkut hasil tammbang. 

 Dari kesimpulan diatas penulis menyampaikan beberapa rekomendasi  

kepada Pemerintah Kabupaten serta Perusahaan yang ada di wilayah Kelurahan 

Tanjung Harapan agar rekomendasi ini dapat menjadi acuan atau bahan 

pertimbangan bagi pemrintah Kabupaten maupun perushaan :  

1. Harus ada dari dinas terkait untuk melaksanakan uji pencemaran lingkungan 

disekitar tambang dengan timbulnya bermacam_macam penyakit sejak 

adanya pembangunan pertambangan. 

2. Dari pihak pemerintah harus ada pemberian pelatihan berupa keterampilan di 

bidang pertanian, dengan diadakan pelatihan diharapkan  masyarakat 

memiliki kemampuan untuk di masa akan datang jika pertambangan sudah 

tidak ada lagi atau sudah habis. 

3. Segera dari pihak diadakan pengawasan terhadap peroses pertambangan agar 

berjalanya pertambang sesuai dengan peraturan Undang_undangan 

pertambangan. 

4. Segera dilakukan ketegasan dari pihak pemerintah Kabupaten Kutai Karta 

Negara untuk reklamasi pasca tambang kepada perusahaan yang 

bersangkutan agar mengembalikan fungsi hutan yang sudah rusak dan ada 

sangsi yang tegas bagi perusahaan yang melanggar. 

5. Ada pernyataan tertulis mengenai pertanggujawaban dalam perbaikan jalan 

dari pihak perusahaan yang terkait terutama jalan, di Kelurahan Tanjung 

Harapan.  

6. Harus ada pertanggung jawaba dari pihak tambang membuat jalan kusus 

tambang menghidari kerusakan jalan yang semakin parah dan ada penegasan 

dari pihak tambang dengan disertai pengawasan dari pihak pemerintah 

Daerah agar berjalan sesusai mestinya. 
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